BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/144/K/411.012/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/128/K/411.012/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT

Menimbang

Mengingat

CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah
Jawa dan Bali, maka peflu mengubah yang ketiga
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/128/K/411.0 12/2021
Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Nganjuk;

i

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular;
Undang-UndangNomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang |

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

Undan-g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2018
Kekarantinaan Kesehatan; entang
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7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan,;

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020;

13.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;,

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17.Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Statyus

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona di Indonesia;

18.Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

19. Kepuh1§an Menteri Kesehatan
HK.01.07 /Menkes/ 104 /2020 tentang Penetapan Infeksi
Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai P

en; i
yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Uyaklt
Penanggulangannya; =

Nomor
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

20.Keputusan  Menteri

21.Peraturan Daerah Provinsi

Dalam Negeri Nomor 440-830

Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;

29 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020

3

tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan
Bali;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019
di Wilayah Jawa dan Bali;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus
Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus
Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/128/K/411.012/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN N GANJUK

: Mengubah yang Ketiga Atas Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor 188/128/K/411.012/2021 tentang Pember]

Pe:mbatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coroer akuan
Disease 2019 di Kabupaten Nganjuk pada diktu e
huruf g dan huruf k sehingga berbunyi 7sebagai b::'illccftDUA
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KEDUA : g.tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura,
Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang
difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak
mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan
berjamaah selama masa penerapan PPKM
Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan

ibadah di rumah; dan
k. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan
selama penerapan PPKM Darurat.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Juli 2021

PIt. BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si

Pembina
NIP. 1966Q710 199202 1 001
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